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ABSTRAK

Penulisan ini berangkat dari masalah nasionalisme dan pendidikan karakter. Hal itu
tidak terlepas dari menajerial kepemimpinan dalam sistem politik, kekuasaan dan peme-
rintahan suatu negara tertentu. Banyak orang membicarakan “manajerial kepemimpinan
pendidikan”, tetapi hanya menguraikan manajemen, berbicara gaya pemerintah, mem-
berikan pidato mengenai timbulnya kekacauan. Kekacauan itu tak pernah habis dan
berhenti dalam kehidupan manusia. Demokrasi sebagai agenda reformasi sejak tahun
1998 sudah konsensus bangsa dan negara berlandaskan UUD 1945. Hal itu sudah
merupakan mendasar diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa. Tetapi pengem-
bangan paradigma sistem politik yang demokratis, di satu pihak memberikan harapan
yang mengutamakan aspek procedure dari tujuan, di lain pihak membawa ekses
munculnya krisis multidimensional mencakup krisis ekonomi, kelembagaan, kepemim-
pinan, krisis kebangsaan, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang merajalela di berbagai
level kekuasaan, dan krisis lainnya. Ada anggapan penyebabnya di antaranya dikatakan
bahwa masyarakat Indonesia masyarakat majemuk, baik dari sisi suku, etnis, tempat
tinggal yang kesuburan tanahnya, kondisi alamnya yang berbeda. Hal itu mempengaruhi
kehidupan ekonomi, karakternya, menajerial kepemimpinan dan lainnya, baik secara
individual maupun sosial. Kemudian, masyarakat Indonesia adalah masyarakat
multikultural, plural budaya, adat istiadat, keagamaannya. Kedua itu tidak dapat
dikatakan penyebab rawannya konflik sosial, konflik kebangsaan, manusianya
ditentukan pula sistem yang dibuat. Lalu jika hal itu dianggap sakit, tidak normal, maka
perlu diobati kalau ia memang sudah sakit. Sebab, jika gagal membangun karakter
masyarakat yang toleran, demokratis, cinta damai, peduli sosial, bersahabat, serta
bertanggung jawab, maka kehancuran sudah menghadang kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara.

Kata kunci: nasionalisme, kebangsaan, pendidikan karakter.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sebagai makh-
luk Tuhan Yang Maha Esa yang hidup
di bumi Nusantara, lahir dalam kesatuan
masyarakat adat, mewarisi tradisi, bu-
daya, nilai dan norma-norma keagama-

annya. Warisan kesatuan masyarakat
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adat berkembang dan maju menjadi ke-
satuan politik sehingga mampu men-
jadikan masyarakat berdaulat yang me-
miliki harkat martabat mulia, terpuji
dalam perjuangan leluhurnya. Hal demi-
kian merupakan sejarah yang tidak bo-

leh dilupakan.
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Maka dibentuklah suatu pemerin-
tahan negara Indonesia yang bertujuan
untuk melindungi segenap bangsa In-
donesia dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia dan untuk memajukan kesejahte-
raan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan keterti-
ban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara
adalah cita-cita yang agung dan luhur.
Indonesia ialah negara kesatuan
berbentuk republik [pasal 1 ayat (1)
UUD 1945], wujudnya menjalankan
pemerintahan Indonesia secara demo-
krasi berlandaskan nilai-nilai ketuhanan,
keagamaan, kemanusiaan, permusya-
waratan/perwakilan yang berkeadilan
bagi seluruh rakyatnya.

Kedaulatan barada di tangan rak-
yat dan dilakukan sepenuhnya oleh Ma-
jelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
sebagai perwakilan bagi seluruh rakyat
Indonesia, berfungsi sebagai sosio-
kontrol, penyalur aspirasi rakyat untuk
mengatasi jeritan, penderitaan, kekeja-
man, kekerasan yang merupakan penye-
bab munculnya konflik, kekerasan yang
telah mematikan dan menghancurkan
nilai-nilai human dignity, nasionalism,

character, kebhinnekaan bangsanya
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sendiri. Bung Hatta, sang proklamator,
mengungkapkan: “Kalau kita sungguh-
sungguh mencintai Indonesia yang
merdeka, yang bersatu, tidak terpecah
belah, berdaulat, adil dan makmur,
marilah bercermin sebentar, kembali
kepada cita-cita dahulu yang begitu
suci, dan mengembalikan pemimpin
yang jujur berpadu dengan semangat
yang siap melakukan pengorbanan....
Rakyat kita masih tetap miskin, bahkan
lebih miskin daripada sebelumnya, di
tengah-tengah kekayaan alam yang me-
limpah ruah. Paling baik kita merenung-
kan keadaan rakyat kita sekarang, yang
sungguh-sungguh berhak untuk
mendapatkan nasib yang lebih baik,
nasib yang sesuai dengan tujuan Kita
semula” (Mavis Rose, 1991:319).
Bukankah kita harus menyadari
secara seksama, kita rakyat, bangsa In-
donesia  sendiri,
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),

yang meliputi daerah kekuasaan dari

lahirnya  Negara

Sabang sampai Marauke merupakan
simbol, pengakuan kita akan kebe-
ragaman, dia merupakan kekuatan,
kekayaan untuk mewujudkan cita-cita
luhur bangsanya sendiri. Satu bangsa,
satu bahasa, satu tanah air, itulah ia

bangsa, negara Indonesia, menjamin
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pelaksanaan cita-cita bagi mewujudkan
masyarakat adil, makmur, aman, sen-
tosa, selaras dengan pandangan serta
dasar dan sikap hidup rakyat Indonesia.

Di negara Indonesia, arah pe-
ngembangan pembelajaran seharusnya
tidak boleh keluar dari landasan ideo-
logi Pancasila, landasan konstitusional
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan
landasan operasional Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Selain itu, tidak
boleh juga keluar dari koridor NKRI
dan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Hal
ini yang menyebabkan secara termino-
logi untuk Pendidikan Kewarganega-
raan (PKn) khususnya, di Indonesia
digunakan istilah Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan (PPKn). Mata
pelajaran ini seiring dengan mata
pelajaran Agama dan Bahasa Indonesia
serta mata pelajaran lainnya. Semua itu
merupakan bagian dari beberapa mata
pelajaran yang harus dan sudah diikuti
olen semua anak bangsa dari perseko-
lahan kanak-kanak sampai perguruan
tinggi. Prosesi dan produk yang
diharapkan mempunyai misi sebagai
pendidikan nilai dan moral Pancasila,

penyadaran akan norma dan konstitusi
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UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pengembangan komitmen ter-
hadap NKRI, dan penghayatan terhadap
filosofi Bhinneka Tunggal lka. PPKn
dimaksudkan sebagai upaya membentuk
peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai
Pancasila, UUD Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945, semangat Bhinneka
Tunggal Ika, dan komitmen NKRI.
Berdasarkan uraian di atas, tam-
paklah dengan jelas pedoman, aturan
bagi kehidupan bangsa sejak dahulu,
kini dan akan datang sudah ada, akan
tetapi mengapa persoalan masalah ke-
bangsaan sepertinya tidak kunjung sele-
sai. Berkaitan dengan persoalan atau
permasalahan kebangsaan (nationalism)
itu dan kaitannya dengan penerapan
pendidikan karakter, penulis merumus-
kannya pada bagian berikut ini.
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di
atas, penulis merumuskan dan menge-
mukakan pokok-pokok pikiran berikut:
Pertama, apa dan bagaimana pemaha-
man serta pengimplementasian nasiona-
lisme dalam kehidupan berbangsa?
Kedua, apa dan bagaimana persoalan

pelaksanaan pendidikan karakter ke-
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bangsaan ke depan? Ketiga, apakah
melalui kebijakan politik, kedua per-
soalan yang disebutkan di atas mampu
membangun kecerdasan anak bangsa
untuk terwujudnya kecerdasan, kesejah-
teraan, ketertiban yang demokratis?
C. NASIONALISME SECARA
REALISTIS

1. Makna Nasionalisme

Nasionalisme dapat diartikan se-
bagai rasa kebangsaan yang memiliki
kebanggaan, rasa menghargai, meng-
hormati dan loyalitas oleh setiap indi-
vidu pada negara tempat ia tinggal,
tercermin dari perilaku membela tanah
airnya, menjaga dan melindungi tanah
airnya, rela berkorban demi kepentingan
bangsa dan negaranya. Berkaitan de-
ngan persoalan nasionalisme Indonesia
tidaklah muncul secara mendadak, atau
tiba-tiba dan turun dari langit. Tetapi ia
melalui proses dan sejarah perjuangan
yang panjang dan lama, penuh pe-
ngorbanan. Persoalan nasionalisme ti-
dak lepas dari persoalan dan konflik
lokal, regional serta nasional yang ber-
kembang dan berubah setiap saatnya
sesuai dengan perkembangan zaman,
baik dilihat dari kemajuan, kekuasaan,
politik maupun dari kegiatan sosial

lainnya.
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Budaya bangsa Indonesia yang
sudah mengakar dan sudah menjadi
darah daging bangsa sering dilupakan,
malahan kerap dijadikan sebagai simbol
saja dalam etos perjuangan bangsa
menghadapi berbagai masalah, baik
yang datang dari luar maupun di dalam
negeri. Kebebasan berpikir dan pe-
ngaruh teknologi informasi telah me-
nembus batas keprihatinan negara,
sumber referensi sejarah masa lalu
mulai ditinggalkan, dan digantikan
globalisme. Akibatnya, nilai-nilai bu-
daya sebagai perekat persatuan segenap
enerji bangsa kian menghilang, kian
mengurang pula kepedulian terhadap
latar belakang sosial budaya yang ada.
Persoalan ini tentu harus disadari bahwa
ciri karakter bangsa yang religius, jujur,
toleransi dan sebagainya merupakan
budaya bangsa, lambang dan simbol
karakter bangsa Indonesia yang di-
bangun dan diimplementasikan dalam
segala tindakan, kegiatan dan segala
perilaku kehidupan sepanjang nyawa
dikandung badan di bumi Indonesia
tercinta.

Tegasnya, nasionalisme dapat di-
artikan sebagai (1) paham yang menem-
patkan kesetiaan tertinggi individu

kepada negara dan bangsa, (2) se-
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mangat/perasaan  kebangsaan, yaitu
semangat cinta terhadap bangsa dan
tanah air, dan (3) suatu sikap politik dan
sosial dari kelompok-kelompok suatu
bangsa yang mempunyai kesamaan
kebudayaan, bangsa dan wilayah serta
kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga
merasakan adanya kesetiaan mendalam
terhadap kelompok bangsa itu.

Dengan demikian nasionalisme
melambangkan kekuatan suatu negara
dan aspirasi yang berkelanjutan, yaitu
mengupayakan peningkatan kemakmu-
ran, pemeliharaan rasa hormat, mem-
banggakan pribadi bangsa dan sejarah
kepahlawanan suatu negara, pembelaan
kaum patriot dalam melawan pihak
asing, memiliki hubungan kepercayaan
dengan nilai-nilai tradisi. Lambang
nasionalisme diberikan untuk sebuah
kesucian, dan penghargaan terhadap
penegakkan hukum (supremacy of law).

Selanjutnya, nasionalisme secara
politis perlu dipahami sebagai kesada-
ran nasional yang mengandung cita-cita
dan pendorong bagi suatu bangsa, baik
untuk merebut kemerdekaan atau
menghilangkan penjajahan, imperialis-
me atau sebagai pendorong membangun
diri, masyarakat, bangsa dan negaranya

dalam segala kehidupannya, di-
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tumbuhkan serta diaktualisasikan dalam
kehidupan nyata dengan member-
dayakan nilai-nilai kebangsaan mulai
dari nilai budaya adat, lokal sampai
pembentukan  nilai-nilai  kebebasan
yakni nilai kebangsaan dan keagamaan
yang solider. Warga negara Yyang
memiliki nilai-nilai budaya lokal tentu
merasa bangga dan mencintai bangsa
dan negaranya. Kebanggaan dan
kecintaan terhadap bangsa dan negara
bukan berarti merasa lebih hebat dan
lebih unggul daripada bangsa dan
negara lain. Warga negara yang bijak
tidak boleh memiliki semangat nasio-
nalisme yang sombong atau berlebihan
(chauvinisme).

Mengembangkan sikap saling
menghormati, saling menghargai, me-
ngutamakan kerukunan hidup bersama,
memiliki rasa kesatuan dan persatuan
yang diikat dengan rasa kekeluargaan,
kebersamaan, berjuang bersama untuk
membangun kesejahteraan yang adil
secara jujur, dan memiliki etos kerja
baik dengan bangsanya sendiri maupun
dengan bangsa-bangsa lainnya. Sesuai
dengan pernyataan Ali  Moertopo
(1978), bahwa manusia tidak hanya
membiarkan diri dalam kehidupan lama

melainkan dituntut mencari jalan baru
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dalam mencapai kehidupan yang lebih
manusiawi. Dasar dan arah yang dimak-
sud dalam perencanaan kebudayaan
adalah manusia sendiri, sehingga huma-
nisasi menjadi kerangka dasar dalam
strategi kebudayaan.

Dapat disimpulkan, langkah dan
upaya pengembangan nasionalisme
(nation building) dalam krisis kebang-
saan sudah harus dilakukan berbasis
kepemimpinan yang humanisme, demo-
kratis dan bijak.

2. Nasionalisme dan Pendidikan
Politik

Pendidikan sebagai sistem pe-
ngetahuan dapat mewadah dalam segala
tindakan kehidupan masyarakat. Pen-
didikan merupakan proses yang tidak
pernah ada batas akhirnya (never ending
process), menggelinding  perlahan
(evolution), berjalan datar penuh kehati-
hatian (low profile), tetapi dalam
perjalanannya bukan tidak pernah
terjadi trend. Difatwakan Imam Al-
Ghazali bahwa “persoalan dan solusi
sistem pendidikan dan pengajaran
versinya, khusus membahas tentang
berbagai masalah ilmu pengetahuan,
yang intinya tentang ilmu syari’at dan
ibadah, masalah muamalah antarumat,

kemudian mengkaji tentang berbagai
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cara pembinaan akhlak yang terpuji dan
mengobati akhlak yang tercela.” Di-
katakan lagi oleh Al-Ghazali yang
dikutib Fathur Rahman dan Syamsudin
Asyrafi (1986:15-18) bahwa “seseorang
yang mempelajari tentang  sistem
pendidikan dan berbagai aspek atau
masalah, seseorang itu harus mencipta-
kan sistem pendidikan yang kompre-
hensif serta pembatasan yang jelas.”
Kemudian dikatakan bahwa “pen-
didikan akan menjadi tegak dengan
jalan  menyebarluaskan dan meng-
ajarkan  aliran-aliran/ajaran  filsafat
kepada umat manusia. Sebaliknya,
filsafat akan tegak pula lantaran
pembatasan tujuan pendidikan dan
menetapkan beberapa sarana dan
metode yang dapat membantu dalam
rangka mencapai tujuan.”

Dari hal itu perlu disadari bahwa
solusi, penyelesaian persoalan tan-
tangan nasionalisme dalam konsep PKn
sebagai sistem pengetahuan terintegrasi,
yakni: (1) Sistem pendidikan diciptakan
secara  komprehensif. (2)  Setiap
komponen kajian/pembahasan, pem-
batasannya harus jelas. (3) Masalah
pengetahuan dalam pendidikan harus
sejalan dengan pengembangan dan

pembinaan nilai, norma hukum dan
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akhlak terpuji dan mengobati perilaku
yang tercela. (4) Pendidikan menjadi
tegak dengan jalan menyebarluaskan
ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai,
budaya bangsa serta mengajarkan
berbagai aliran/ajaran secara filsafat
sebagai kebenaran yang rasional kepada
umat manusia atau warga negara. (5)
Pembatasan tujuan pendidikan antara
pengetahuan harus jelas. (6) Filsafat
sebagai ilmu untuk menemukan kebe-
naran akan tegak dengan menetapkan
beberapa sarana dan metode untuk
membantu tercapainya tujuan itu.

Hal demikian memerlukan tran-
sformasi pada setiap lapisan masyarakat
dan sesuai pula dengan levelnya,
masyarakat persekolahan atau masya-
rakat penyelenggara politik negara atau
pemerintahan. Hal itu terapung dalam
kekuasaan negara Indonesia baik
kekuasaan eksekutif, legislatif maupun
kekuasaan penegakkan hukum (yudi-
katif) diberi wewenang untuk menjalan-
kan negara Indonesia tercinta.

Dapat disimpulkan, nasionalisme
dalam kehidupan berbangsa dengan
tidak menunggu waktu lagi, apalagi
mengulur-ulur waktu harus diwujudkan

secara realistis.
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3. Pengembangan Nasionalisme
Realistis

Pengetahuan  (knowledge) ke-
bangsaan, nasionalisme bangsa, pema-
haman hak-hak warga, hak-hak asasi
manusia, transformasi demokratis Pan-
casila, hukum, mampu meresapi kema-
juan Iptekni yang serba global. Penga-
kuan keberagaman, hak warga negara,
hak asasi manusia yang tidak dis-
kriminatif terintegrasi dalam segala
tindakan, aktivitas kehidupan, wujud
identitas nasional diimplementasikan
sesuai dengan Kkarakter, nilai-nilai
kebangsaan Indonesia yang religius.

Udin S. Winataputra (2008) me-
ngatakan, perlu dipahami secara men-
dalam dan realistis keadaan bangsa
Indonesia dewasa ini secara khusus
sudah berubah tetapi belum maju dan
memprihatinkan. Hal ini seiring dengan
perubahan dan perkembangan dunia
saat ini yang ditandai dengan kemajuan
teknologi dan informasi komunikasi
yang mendunia. Perubahan amat cepat,
vulgar, tetapi abu-abu bagi sebagian
besar umat manusia Indonesia. Keadaan
dan perubahan itu sarat dengan
ketidakpastian, memang hanya dalam
kehidupan yang pasti itu adalah ke-
matian (Nurharmi, 2012:1). Hal ini
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terjadi karena nasionalisme dipahami
secara sempit, oleh karenanya menurut
Ali  Moertopo (1978), sudah harus
dilakukan pengembangan dan mening-
katkan kecerdasan dan pengetahuan
kebangsaan serta diwujudkan dalam
kehidupan berbangsa.

Pengetahuan kebangsaan dan pe-
ngimplementasiannya dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara diilustrasikan
sebagai sejarah perjuangan bangsa masa
lalu. Simak ketika dwitunggal Soe-
karno-Hatta memproklamirkan kemer-
dakaan RI tanggal 17 Agustus 1945 di
Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Konsep
bangsa telah mereka kemukakan dengan
mengatasnamakan “wakil-wakil bangsa
Indonesia”.  Nugroho  Notosusanto
(1971:11) menyatakan, walaupun wak-
tu itu belum jelas benar substansi
konsep bangsa Indonesia tersebut,
namun kenyataan menunjukkan bahwa
proklamasi yang mereka kumandangkan
itu didukung oleh segenap golongan
masyarakat yang menghendaki kemer-
dekaan itu, bahkan mereka rela
berkorban mempertahankannya. Acuan
yang menjadi pegangan kedua prok-
lamator itu adalah: Pertama, Sumpah
Pemuda tahun 1928 yang mencetuskan

adanya konsep satu bangsa yaitu bangsa
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Indonesia. Kedua, dukungan penuh dari
semua golongan yang disepakati dalam
pertemuan PPKI tanggal 1 Juni 1945
yang dikenal dengan pidato lahirnya
Pancasila dengan konsep kebangsaan
Indonesia. Ketiga, kebangsaan Indo-
nesia itu bukan satu golongan di suatu
daerah saja seperti Minangkabau,
Madura, Yogya atau Sunda atau Bugis
tetapi seluruh manusia yang menurut
geopolitik tinggal di kesatuan kepu-
lauan Indonesia dari ujung Sumatera
sampai Irian. Jadi, yang disebutnya
wakil-wakil bangsa Indonesia itu adalah
wakil-wakil yang tinggal dari ujung
Sumatera sampai Irian. Karena itu arti
kebangsaan bukan dalam arti sempit
tetapi kebangsaan yang meliputi
nationale staat (negara nasional). Hal
demikian menunjukkan konsep kebang-
saan Indonesia di dalam negara Indo-
nesia tidaklah dipahami hanya segelintir
golongan yang bersifat kedaerahan.
Dengan demikian salah satu so-
lusi untuk mengatasi krisis kebangsaan
adalah segala paham perseorangan yang
tidak akuntabel harus dihindari, oleh
karenanya pendidik dalam pembelajaran
kepada peserta didik, kegiatannya betul-
betul dikuasai dan mengarah pada

pembentukan sikap.
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4. Nasionalisme dalam Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran bagi pe-
mahaman jiwa kebangsaan (nation
building), dikatakan oleh Piaget dan
Ausubel, seseorang dapat dikatakan
belajar jika dalam diri orang tersebut
terjadi suatu aktivitas yang meng-
akibatkan perubahan tingkah laku yang
dapat diamati relatif lama. Perubahan
tingkah laku itu tidak muncul begitu
saja, tetapi sebagai akibat dari usaha
orang tersebut. Oleh karena itu, proses
terjadinya perubahan tingkah laku
seperti melalui mata pelajaran PKn atau
PPKn di sekolah dasar (SD) mulai kelas
awal dan seterusnya.

Dengan kata lain, tanpa adanya
usaha tidak disebut belajar sebagai
wujud dari pembelajaran. Rukminiati
(2003:1.2) mengatakan bahwa menurut
teori psikologi stimulus-respon (S-R)
dan yang berdasarkan psikologi kog-
nitif, tingkah laku seseorang diken-
dalikan oleh peristiwa yang berupa
ganjaran yang datangnya dari luar dan
dinamakan penguatan. Karena adanya
stimulus tersebut (faktor-faktor ling-
kungan), muncul respon (tingkah laku).
Stimulus dan respon itu saling ber-
asosiasi. Menurut psikologi S-R, belajar

merupakan akibat adanya hubungan
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antara peristiwa-peristiwa (S) yang
dirangsangkan kepada siswa dan respon
(R) siswa terhadap rangsangan tersebut.
Dari beberapa aliran psikologi S-R yang
ada, aliran yang dianut oleh Thorndike,
Skiner, Bruner dan Gagne, di sini para
ahli  psikologi kognitif berpendapat
bahwa pengetahuan merupakan kon-
struksi kognitif dari suatu kenyataan
yang terjadi melalui serangkaian akti-
vitas seseorang. Dengan demikian be-
lajar bukan sekadar melibatkan hubu-
ngan antara stimulus dan respon, tetapi
juga melibatkan proses berpikir yang
sangat kompleks. Teori ini menegaskan
pula bahwa kemampuan individu
terbangun melalui proses interaksi yang
terus menerus dan menyeluruh antara
individu dan lingkungannya.

Dapat disimpulkan, nilai-nilai
kebangsaan dapat dikembangkan dalam
berbagai bentuk kegiatan yang ada
dalam kehidupan, lingkungan masya-
rakat atau bangsa itu sendiri dan melalui
institusi, kelembagaan apapun dapat
dilakukan. Tinggal lagi mau atau tidak
maunya diwujudkan anggota masya-
rakat, pemimpin bangsa yang ada dalam

negara Indonesia yang berdaulat ini.
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D. PENDIDIKAN KARAKTER
1. Pemahaman Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah suatu
sistem penanaman nilai-nilai perilaku
(karakter) kepada warga sekolah yang
meliputi pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, dan tindakan untuk melak-
sanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa (YME), diri sendiri,
sesama, lingkungan, maupun kebang-
saan sehingga menjadi insan kamil.
Menurut  Philips  (dalam  Masnhur
Muslich, 2011:70), “karakter adalah
kumpulan tata nilai yang menuju pada
suatu sistem, yang melandasi pemi-
Kiran, sikap, dan perilaku yang ditam-
pilkan”. Selanjutnya ditegaskan oleh
Saptono (2011:23) bahwa “Pendidikan
karakter dalam upaya yang dilakukan
dengan sengaja untuk mengembangkan
karakter yang baik (good character)
berdasarkan kebajikan-kebajikan inti
(core virtues) yang secara objektif baik
untuk individu maupun masyarakat”.
Pendidikan karakter di Indonesia
yang dilaksanakan melalui proses pen-
didikan di segala level, tingkat perse-
kolahan sampai perguruan tinggi baik
secara formal, informal maupun non-
formal, harusnya mampu menjawab

permasalahan konflik, krisis kebang-
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saan seperti di Indonesia. Kurikulum di
persekolahan Indonesia mengindikasi-
kan bahwa amanat atau kurikulum
persekolahan di Indonesia sebagai salah
satu unsur yang memberikan kontribusi
signifikan untuk mewujudkan proses
berkembangnya potensi peserta didik.
Kurikulum 2013 yang dikembangkan
berbasis pada kompetensi sangat
diperlukan sebagai instrumen untuk
mengarahkan peserta didik menjadi: (1)
manusia berkualitas yang mampu dan
proaktif menjawab tantangan zaman
yang selalu berubah; (2) manusia ter-
didik yang beriman dan bertakwa ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri; dan (3) warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab.
Kemudian secara tegas pada
Kurikulum 2013 menekankan dimensi
pedagogik modern, yaitu pembelajaran
dengan  menggunakan  pendekatan
ilmiah (saintifik) dengan 5M: menga-
mati (observing), menanya (questio-
ning), mencoba (experimenting), mena-
lar (associating), dan membentuk jeja-
ring (networking). Semua proses pendi-
dikan pada akhirnya harus meng-
hasilkan perubahan perilaku yang lebih

matang secara psikologis dan sosio-
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kultural. Karena itu inti dari pendidikan
termasuk PPKn adalah belajar atau
learning. Dalam konteks pendidikan
formal dan nonformal, proses belajar
merupakan misi utama dari proses
pembelajaran atau instruction. Secara
normatif, dalam pasal 1 butir 20 UU
No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
dirumuskan bahwa “pembelajaran ada-
lah proses interaksi peserta didik de-
ngan pendidik dan sumber belajar”.

Secara filosofi dan substantif pe-
dagogis/andragogis, mata pelajaran
PPKn vyang merupakan salah satu
bagian implementasi pendidikan untuk
memfasilitasi perkembangan pribadi
peserta didik agar menjadi warga negara
Indonesia yang religius, berkeadaban,
berjiwa persatuan Indonesia, demokratis
dan bertanggung jawab, berkeadilan
serta mampu hidup secara harmonis da-
lam konteks multikulturalisme-bhin-
neka tunggal ika (Udin S. Winataputra,
2012:141). Secara historis kontemporer,
multikulturalisme setidaknya menunjuk
pada tiga hal: (1) sebagai bagian dari
pragmatism movement; (2) sebagai
political and cultural pluralism; (3)
sebagai official national policy.

Jelaslah bahwa pendidikan karak-

ter merupakan upaya bagi pengemba-
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ngan nilai-nilai kebangsaan di negara
Indonesia melalui pendidikan di per-
sekolahan dan perguruan tinggi dan
lembaga-lembaga informal atau non-
formal lainnya.

2. Kandungan Nilai Kebangsaan

Terkait  pendidikan  karakter,
setidaknya ada 18 nilai-nilai yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara (Kemendik-
nas, 2010:32). Selanjutnya, karakter itu
perlu dikembangkan oleh guru di
lingkungan sekolah pada peserta didik
di antaranya adalah religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat, cinta
damai, gemar membaca, peduli ling-
kungan, peduli sosial, dan bertanggung
jawab.

Kasus sebagaimana diungkapkan
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
(dalam Prayoga Bestari dan Syaifullah
Syam, 2010:3), bahwa ada sembilan
krisis yang dihadapi bangsa Indonesia
pada saat ini, yaitu: “Krisis identitas,
krisis ideologi, krisis kepercayaan,
krisis semangat kebangsaan, Kkrisis
semangat sistem politik, krisis mana-

jemen negara, Kkrisis kesejahteraan
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rakyat, krisis kedaulatan ekonomi, dan
krisis lingkungan.” Media Indonesia (18
Mei 2010) mengungkapkan, “Lemah-
nya dan kurangnya karakter bangsa
Indonesia dalam kehidupan, kita lihat
dengan munculnya banyak kasus-kasus
dan permasalahan yang timbul baik itu
di lingkungan sekolah, masyarakat, dan
pemerintahan. Seperti yang baru-baru
ini terjadi kasus korupsi sebutlah kasus
Agil Mochtar yang selaku Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK), kasus
korupsi pemerintahan Banten TB
Chaeri Wardana, kasus Ratu Atut dan
banyak lagi kasus-kasus yang tidak
mengemban nilai-nilai Pancasila, seba-
gai karakter dan budaya bangsa yang
berpegang pada tatanan nilainya sen-
diri.” Hal ini menunjukkan bahwa
kurangnya nilai karakter kejujuran,
cinta tanah air, dan tangung jawab.
Kemudian, kasus tawuran antar-
warga di Bima, Nusa Tenggara Barat,
tanggal 28 Agustus 2013. Koran Tempo
(28 Agustus 2013) mengungkapkan,
perang antarkampung di Bima terjadi,
yang mengakibatkan tiga orang meng-
alami luka tembak, dipicu oleh per-
tengkaran antara dua pemuda desa. Hal
ini juga menunjukkan kurangnya karak-

ter yang ditunjukkan masyarakat seperti
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nilai karakter toleransi, bersahabat, cinta
damai, peduli lingkungan, dan peduli
sosial.

Kemudian sering terjadi kasus
tawuran antarpelajar. Hal tersebut
misalnya kasus tawuran antara siswa
SMA 70 dan SMA 6 Jakarta (yang
kemudian disidangkan), menewaskan
salah seorang siswa. Dalam hal ini guru
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
sangat memiliki peran dalam pengem-
bangan karakter bangsa agar mencipta-
kan peserta didik yang memiliki
karakter baik (good character) melalui
pendidikan formal di sekolah.

Selanjutnya ditegaskan Lickona
(dalam Prayoga Bestari dan Syaifullah
Syam, 2010:2), ada beberapa karakter
yang harus diwaspadai; jika karakter itu
ada, maka itu berarti suatu bangsa
sedang menuju kehancuran, yaitu: (1)
meningkatnya kekerasan di kalangan
remaja, (2) penggunaan bahasa dan
kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh
peer group yang kuat dalam tindakan
kekerasan, (4) meningkatnya perilaku
yang merusak diri, seperti penggunaan
narkoba, alkohol dan seks bebas, (5)
semakin kaburnya pedoman moral baik
dan buruk, (6) semakin menurunnya

etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa
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hormat kepada orangtua dan guru, (8)
semakin rendahnya tangung jawab indi-
vidu dan warga negara, (9) membu-
dayanya ketidakjujuran, dan (10)
adanya rasa saling curiga dan kebencian
antara sesama umat manusia, sesama
warga yang berada di bumi Nusantara
yang menganut konsep Bhinneka
Tunggal Ika, kita boleh berbeda, akan
tetapi dalam kesatuan wilayah, satu
kesatuan politik, satu kesatuan eko-
nomi, satu kesatuan sosial budaya dan
satu kesatuan pertahanan dan keamanan
nasional.

Selanjutnya, Lawrence E. Shapiro
(2003:23-26) menyatakan bahwa “pem-
bentukan  karakter sesuai  dengan
kecerdasan anak yang disebutnya intel-
ligence quistion atau 1Q dan emotional
quistion atau EQ orangtua yang tinggi,
menyarankan dalam praktis pembe-
lajaran agar mengajarkan pada anak
melalui pembinaan hubungan persaha-
batan; bekerja dalam kelompok; ber-
bicara dan mendengarkan secara efektif;
mencapai prestasi lebih tinggi; meng-
atasi masalah dengan teman yang nakal;
berempati pada sesama; memecahkan
masalah; mengatasi konflik; membang-
Kitkan rasa humor; memotivasi diri bila

menghadapi saat-saat sulit; menghadapi
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situasi sulit dengan percaya diri; men-
jalin keakraban; memanfaatkan kompu-
ter untuk meningkatkan keterampilan
emosi”.

Hal-hal yang disebutkan di atas
akan lebih baik dilengkapi permainan,
tabel, teknik, sehingga mengajarkan
emotional intelligence akan membantu
pada anak mengatasi stres emosi yang
diakibatkan kehidupan modern dan
masalah-masalah yang lazim terjadi
pada usia perkembangan anak. Artinya,
pendidik  dituntut
mendidik secara arif dan bijaksana.

mengajar  dan

3. Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Persoalan berupa perilaku masya-
rakat yang masih belum sejalan dengan
karakter bangsa, dengan filosofis
bangsa yakni nilai-nilai kemanusiaan,
keagamaan, keadilan yang diamanatkan
olen falsafah  Pancasila: religius,
humanis, nasionalis, demokratis, keadi-
lan dan kesejahteraan rakyat. Jika
permasalahan ini dibiarkan, dapat me-
nimbulkan ancaman pada eksistensi
bangsa. Karena itu diperlukan pendidi-
kan karakter yang berfungsi untuk: (1)
mengembangkan potensi dasar berhati,
berpikiran dan berperilaku baik, (2)
memperbaiki perilaku yang kurang baik

dan menguatkan perilaku yang sudah

Vol. 11 No. 2 Oktober 2016 13




Nurharmi, Mengembangkan Nasionalisme Kebangsaan melalui Pendidikan Karakter

baik, (3) menyaring budaya yang ku-
rang sesuai dengan nilai-nilai luhur
Pancasila.

Ada delapan belas nilai karakter
yang perlu ditumbuhkembangkan di
lingkungan masyarakat baik lingkungan
sekolah maupun dalam masyarakat
awam secara umum. Untuk pengemba-
ngan pendidikan karakter di sekolah,
kedelapan belas nilai karakter tersebut
perlu diseleksi sesuai dengan visi
sekolah untuk menjadikan nilai utama
dan nilai pendukung, diimplementasi-
kan dengan kegiatan intrakurikuler dan
ekstrakurikuler. Akan tetapi dalam
masyarakat umum direalisasikan secara
realistis.

Kendala yang cenderung dihadapi
dalam implementasinya berupa: Per-
tama, sekolah belum dapat memilih
nilai-nilai karakter yang sesuai dengan
visinya, pemahaman guru tentang
konsep pendidikan karakter yang masih
belum menyeluruh, guru belum dapat
memilih nilai-nilai karakter yang sesuai
dengan mata pelajaran yang diampunya,
guru belum memiliki kompetensi yang
memadai untuk mengintegrasikan nilai-
niai karakter pada mata pelajaran yang
diampunya, dan guru belum dapat
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menjadi teladan atas nilai-nilai karakter
yang dipilihnya.

Kedua, pada waktu masyarakat
sekolah sudah terjun ke tengah-tenagah
masyarakat yang beraktivitas dalam
berbagai hal, mengabdi dalam segala
bentuk kegiatan sosial, politik baik
sebagai elite politik atau menjadi rakyat
biasa yang tidak diiringi pendidikan
moral, budi pekerti, maka cenderung
menafikan rasa kesatuan dan nasio-
nalisme yang muram untuk masa depan
bangsa.

Saat ini penulis pinjam sebuah
ilustrasi  yang dikemukakan Nurul
Zuriah (2007), pada sebuah museum di
Konstantinopel terdapat koleksi benda
kuno berupa lempengan tanah liat
berasal dari tahun 3800 SM, vyang
bertuliskan: “We haven fallen upon evil
times and the world has waxed very old
and wicked politics are corrups.
Children are no longer respectful to
their parents.” Makna yang terkandung
dalam tulisan tersebut, “Kita telah
mengalami zaman edan dan dunia telah
diliputi  kemiskinan dan kejahatan.
Politik sangat korupsi. Anak-anak sama
sekali tidak hormat kepada orang-
tuanya.” Selanjutnya ia katakan, kalau

kita runut dari sejarahnya, masalah
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peradaban, budi pekerti telah lama
menjadi masalah hidup manusia seperti
tercemin pada lempengan tanah liat
tersebut, yang menurut beberapa pakar
sejarah berasal dari zaman Babilonia,
namun demikian tidak dijelaskan secara
rinci faktor penyebabnya. Dengan mem-
perhatikan aspek politik yang disebut-
sebut itu menunjukkan bahwa dengan
aspek sistem pemerintahan negara
kurang baik sehingga mengakibatkan
kesengsaraan bagi rakyatnya.

Jelaslah bahwa pengimplementa-
sian pendidikan karakter merupakan
satu kesatuan dalam kehidupan masya-
rakat, bangsa dan negara sebagai
pelaksana dalam pendidikan yang ber-
basis pada nilai-nilai kebangsaan.

4. Pendidikan Karakter Berbasis
Nasionalisme

Akankah keberadaan PKn di
persekolahan  merupakan  persoalan
yang tidak dapat dipisahkan dari aspek
politik, bukankah dia melekat pada
sistem pemerintahan Rl yang menye-
babkan beban kesengsaraan, beban yang
harus dipikul oleh masyarakat dan
rakyatnya. Di persekolahan, mulai dari
pendidikan dasar sampai perguruan
tinggi, PKn merupakan pembelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan
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kepribadian warga, masyarakat, bangsa
dan negaranya sendiri. Hal ini di-
realisasikan melalui penyadaran pen-
didikan Pendidikan Kewargaan sebagai
wahana umum serta esensi pendidikan
demokratisasi Indonesia, yang merupa-
kan karakteristik dari bangsa Indonesia
dilaksanakan. Dikatakan Udin S. Wina-
taputra (2008) bahwa melalui (1) civic
intellengence, yakni kecerdasan daya
nalar warga negara baik dalam dimensi
spiritual, rasional, emosianal, maupun
sosial, (2) civic rensponsibility, yaitu
kesadaran akan hak dan kewajiban
sebagai warga negara yang bertanggung
jawab, dan (3) civic participation, yakni
kemampuan berpartisipasi dalam ke-
wargaannya sebagai warga negara atas
dasar tanggung jawabnya, baik secara
individual, sosial sebagai pemimpin hari
depan, serta mampu memahami dan
melaksanakan hak-hak dan kewajiban
untuk menjadi warga negara Yyang
cerdas, terampil dan berkarakter yang
diamanatkan oleh Pancasila dan UUD
1945.

Selanjutnya, Pendididkan Kewar-
gaan atau Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan usaha membekali peserta
didik dengan pengetahuan dan kemam-

puan dasar dengan hubungan antar-
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warga negara. Dinyatakan dalam
amanat Depdiknas (2006:271), PKn di
persekolahan bertujuan: (1) berpikir
secara kritis, rasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan, (2)
berpartisipasi aktif dan bertanggung
jawab, dan bertindak secara cerdas da-
lam kegiatan bermasyarakat, berbangsa,
membentuk diri berdasarkan karakter-
karakter masyarakat Indonesia, (4)
berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain
dalam percaturan dunia secara langsung
dan tidak langsung dengan memanfaat-
kan teknologi dan komunikasi.

Dua pernyataan di atas me-
nunjukkan bahwa PKn merupakan
aspek pendidikan politik yang fokus
pada peran warga negara dalam
kehidupan bernegara yang semua itu
diproses dalam rangka untuk membina
peranan tersebut sesuai dengan ke-
tentuan, tuntutan Pancasila dan UUD
1945 agar menjadi warga negara yang
handal.

Kemudian nilai budaya tersebut
akan menjadi perekat baik sebagai ge-
rakan nation building maupun sebagai
state building lambang nasionalisme
Indonesia dalam menghadapi berbagai
tafsir keragaman yang berasal dari luar

pemerintah. Termasuk keberadaan nilai-
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nilai kearifan lokal dieliminir demi
terselenggaranya pemerintahan yang
efektif. Konsekuensinya, kesatuan-
persatuan terlihat lebih menonjol demi
membangun  harmoni  politik  dan
kesinambungan pemerintahan, nilai-
nilai  budaya lokal, searif apapun
diperlakukan secara lebih kritis, dan
kemudian dimarjinalkan.

Atas dasar kenyataan itu, maka
perlu pemikiran ulang kontekstualisasi
nasionalisme Indonesia dan nilai-nilai
kearifan lokal. Pemikiran ini bisa
ditindaklanjuti melalui  pembangunan
karakter berbasis nilai-nilai budaya
daerah. Tujuannya adalah untuk mene-
mukan kembali nilai-nilai kearifan lokal
sebagai sumber daya untuk menum-
buhkan nasionalisme bangsa Indonesia.
Hal ini diharapkan dapat menjadi
sumber inspirasi seluruh bangsa, agar
lebih mengutamakan kepentingan rak-
yat, bangsa dan negara.

5. Strategi Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter mulai dari
persekolahan tingkat rendah sampai
tingkat perguruan tinggi sudah di-
berikan secara optimal, dan berusaha
membantu peserta didik dalam perkem-
bangan kehidupan pribadi, kehidupan

sosial, kegiatan belajar, agama, keluarga

Vol. 11 No. 2 Oktober 2016 16




Nurharmi, Mengembangkan Nasionalisme Kebangsaan melalui Pendidikan Karakter

serta perencanaan dan perkembangan
karir. Pendidikan kewarganegaraan
merupakan salah satu pendidikan karak-
ter. Karakter adalah nilai-nilai yang
melandasi perilaku manusia berdasar-
kan norma agama, kebudayaan, hu-
kum/konstitusi, adat istiadat, dan este-
tika. Pendidikan karakter adalah suatu
sistem penanaman nilai-nilai perilaku
(karakter) kepada warga sekolah yang
meliputi pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, dan tindakan untuk melak-
sanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa (YME), diri sendiri,
sesama, lingkungan, maupun kebang-
saan sehingga menjadi insan kamil.
Menurut ~ Philips  (dalam  Masnur
Muslich, 2011:70), *“karakter adalah
kumpulan tata nilai yang menuju pada
suatu sistem, yang melandasi pemi-
kiran, sikap, dan perilaku yang ditam-
pilkan”.

Lemahnya gerakan dan aksi ka-
rakter bangsa Indonesia dalam Kkehi-
dupan, kita lihat cenderung munculnya
banyak kasus dan permasalahan yang
timbul baik itu di lingkungan sekolah,
masyarakat, maupun dalam pemerin-
tahan Indonesia, memudarnya karakter,
apalagi tidak seiring dengan kekuasaan

politik pemerintahan.
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Upaya dan strategi yang bijak
mengatasi tantangan dan persoalan ka-
rakter bangsa yang dalam arus refor-
masi kemarin umpamanya, simak per-
nyataan Tomas Lickona (dalam Ratna
Megawangi, 2004) bahwa terdapat
sepuluh karakteristik zaman yang harus
diwaspadai karena jika karakteristk
tersebut ada, maka itu berarti suatu
bangsa sedang menuju kehancuran.
Kesepuluh karakter tersebut adalah: (1)
meningkatnya kekerasan di kalangan
remaja; (2) penggunaan Kkata-kata,
bahasa yang memburuk; (3) pengaruh
peer group yang kuat dalam tindakan
kekerasan; (4) meningkatnya perilaku
merusak diri  seperti  penggunaan
narkoba, alkohol, dan sek bebas; (5)
semakin kaburnya pedoman moral baik
dan buruk; (6) semakin menurunnya
etos kerja; (7) semakin rendahnya rasa
hormat kepada guru dan orangtua; (8)
semakin rendahnya tanggung jawab
individu dan warga negara; (9) mem-
budayanya ketidakjujuran, dan (10)
adanya rasa saling curiga dan kebencian
di antara sesama.

Bedasarkan pernyataan di atas,
fakta-fakta kehidupan sosial menun-
jukkan apa yang disampaikan Thomas

Lickoma telah tampak dalam kehidupan
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bangsa Indonesia saat ini, dengan
adanya krisis ekonomi dan krisis moral
yang terindikasi dengan banyaknya
tindakan kekerasan, gaya hidup hedo-
nis, menjalarnya praktik KKN dan
lemahnya penegakkan hukum, seolah
telah membaliknya citra bangsa. Se-
lanjutnya, dinyatakan oleh Abdul Aziz
Wahab (2009) bahwa *“Keterpurukan
bangsa saat ini adalah karena kita telah
menghilangkan jati diri bangsa yang
dengan itu pada masa lalu bangsa kita
amat disegani dan dihormati terutama di
kawasan ini. Jati diri bangsa yang
digambarkan sebagai kepribadian bang-
sa itu adalah pengamalan nilai-nilai
moral dan bernegara.”

Berdasarkan krisis karakter, tata-
nan nilai yang terpuruk seperti disebut-
kan di atas, solusi untuk mengatasinya
adalah dibutuhkan upaya pemahaman
baru kebangsaan dan merajut kembali
ke-Indonesia-an (nation building), jiwa
kebangsaan yang integritas dan menon-
jolkan identitas bangsanya sendiri. Hal
itu akan meniti jalan memahami dan
memanifestasikan semangat (support)
cita rasa kebangsaan, untuk memantap-
kan kembali karakter dan jati diri
bangsa di semua lini kehidupan masya-

rakat, baik mereka sebagai peserta didik
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(siswa, mahasiswa) maupun sebagai
elite-elite politik dalam praktik dan
pembuatan kebijakan. Kebijakan dan
usaha sebagai upaya membentuk karak-
ter yang baik, menurut Ratna Mega-
wangi  (2004), bukanlah pekerjaan
mudah, memerlukan pendekatan kom-
prehensif yang dilakukan secara
eksplisit, sistematis dan berkesinam-
bungan yang dimulai dari kecil di
lingkungan keluarga dan masyarakat.
Dengan kata lain, selain di lingkungan
masyarakat (community civic) sudah
tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam
rangka menciptakan warga negara yang
cerdas dan baik (smart and good
citizenship).

Pandangan tersebut dipertegas
oleh Wynne (dalam Sauri, 2010), bahwa
“Istilan karakter diambil dari bahasa
Yunani *““charassian” yang berarti to
mark (menandai atau mengukit).”
Secara istilah, terdapat dua pengertian.
Pertama, berkarakter menunjukkan ba-
gaimana seseorang bertingkah laku.
Apabila seseorang berperilaku tidak
jujur, kejam atau rakus, maka orang
tersebut  memanipulasikan  karakter
jelek. Sebaliknya, apabila seseorang
berperilaku jujur, suka menolong, maka

orang tersebut memanipulasikan karak-
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ter mulia. Kedua, istilah karakter erat
kaitannya dengan personality, sese-
orang disebut berkarakter kalau tingkah
lakunya sesuai dengan kaidah moral.
Dapat ditegaskan, tantangan dan
solusi permasalahan karakteristik pem-
belajaran PKn dapat diatasi dengan ber-
bagai pengembangan nilai-nilai bangsa.
Kemudian, perkuat pengetahuan tentang
moral (moral knowing), tingkatkan rasa
dan perasaan moral (moral feeling),
kembangkan perilaku moral (moral
feeling), dan kembangkan di per-
sekolahan (character behavior). Karak-
ter yang baik terdiri atas mengetahui
kebaikan, mencintai atau menginginkan
kebaikan, dan melakukan kebaikan.
E. PENUTUP
Melemahnya dan  hancurnya
bangsa karena lemahnya karakter bang-
sa. Namun, bangsa yang besar adalah
masyarakatnya yang bermartabat, yang
pasti tidak akan membiarkan dirinya
lemah dan tidak tergoyahkan oleh gon-
cangan global. Hal positif ini bisa
terjadi selama pendidikan karakter
bangsa dilakukan penuh keyakinan.
Oleh karenanya nasionalisme perlu di-
gerakkan (action) seiring dengan gera-
kan nation building dan state building
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malalui aksi, kekuasaan politik yang
bijak, dan terus menerus.

Pendidikan karakter, sebagai soko
dari pembelajaran Pendidikan Kewarga-
negaraan (PKn) ataupun Pendidikan

Pancasila  dan Kewarganegaraan

(PPKDn), terintegrasi pada nilai-nilai ka-
rakter. Pembelajaran PKn ataupun
PPKn perlu dikembangkan dan meng-
ambil peran penting dan strategis ter-
hadap pembangunan bangsa baik
nations building itu sendiri maupun
spritual support, yang perlu pula meng-
implementasikan  prinsip dan asas
characteristik kebangsaan dalam segala

aspek kehidupan.
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